PUSKESMAS LOA BAKUNG
KOTA SAMARINDA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk Tahun yang Berakhir dan Posisi Tanggal
31 DESEMBER 2024 DAN 31 DESEMBER 2023

I. Pendahuluan

Untuk mewujudkan manajemen Puskesmas yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan operasional

Puskesmas harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu

media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan bertujuan untuk mengetahui nilai sumber

daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional BLUD, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas

dan efisiensi suatu entitas pelaporan, serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan pelaporan keuangan sebagai berikut:

1.
2.

Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran
yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Puskesmas serta hasil-hasil yang
. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Puskesmas mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
. Menyediakan informasi posisi keuangan dan kondisi Puskesmas berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka

pendek maupun jangka panjang; dan

. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Puskesmas apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai

akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan berpedoman pada:

1

. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);

. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang nomor 32 tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia nomor 4437);

. Peraturan Pemerintah nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 48) yang telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2012 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2012 nomor 171);

. Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2005 nomor 140);

. Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2010 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5165);

. Peraturan Menteri Keuangan nomor 217 tahun 2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia nomor 1818 tahun
2015); dan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia nomor 1213 tahun 2018).

1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis

Akrual nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka penyajian laporan keuangan tahun yang

berakhir tanggal 31 Desember 2019 sesuai dengan peraturan tersebut.

Sebagai entitas pelaporan, Laporan Keuangan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2024
terdiri atas:

1.
. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
. Neraca;
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Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

. Laporan Operasional (LO);

. Laporan Arus Kas (LAK);

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).



1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Catatan atas Laporan Keuangan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda Berbasis Akrual Tahun 2024 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
1.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
1.4 Sistematika Penyajian Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
2.1 Ekonomi Makro
2.2 Kebijakan Keuangan
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja program Puskesmas
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Bab IV Ikhtisar Kebijakan Akuntansi
4.1 Puskesmas sebagai entitas pelaporan.
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam PSAP
Bab V Penjelasan Rekening-rekening Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Rekening Laporan Keuangan
51.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

51.1.1 Pendapatan
5.1.1.2 Belanja
5.1.2 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
5.1.3 Neraca
51.3.1 Aset
5132 Kewajiban
5133 Ekuitas
5.14 Laporan Operasional (LO)
5.1.4.1 Pendapatan
51.42 Beban Operasional
5143 Beban Non Operasional

5.1.5 Laporan Arus Kas (LAK)

5.15.1 Arus Kas Aktivitas Operasi
5.15.2 Arus Kas Aktivitas Investasi
5.1.5.3 Arus Kas Aktivitas Pendanaan
5.1.54 Arus Kas Aktivitas Transitoris

5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan
Bab VII Penutup

ILI. Ekonomi Makro
2.1 Ekonomi Makro
Pembangunan suatu daerah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar
penentuan strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam menyusun perencanaan
pembangunan yang baik perlu menggunakan data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riil suatu daerah pada saat tertentu
sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Salah satu indikator makro yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dalam lingkup

kabupaten/kota adalah Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB kabupaten/ kota menurut lapangan usaha (Industrial Origin ).

PDRB merupakan jumlah nilai tambah atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu
daerah dalam satu tahun. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung
menggunakan harga pada tahun tersebut, sedangkan atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang
dihitung menggunakan harga pada tahun dasar (2010). PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan
struktur ekonomi, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Pertumbuhan Ekonomi (Economic Growth ) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi sampai sejauh
mana hasil-hasil pembangunan di suatu daerah dapat dicapai. Oleh karena itu, sampai saat ini pertumbuhan ekonomi masih dipakai
untuk memantau perbaikan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan peningkatan produksi secara makro
karena menggunakan faktor pengali harga konstan (at constant price inflation factor ), dimana faktor perubahan harga (inflasi) telah



Sesuai dengan panduan dari buku ”The System of National Account 1993 (SNA)”, pembagian nilai pertumbuhan ekonomi untuk Negara
Indonesia dibagi dalam dua bagian yaitu pertumbuhan ekonomi dengan migas dan tanpa migas.
Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per Kapita
Kota Samarinda

Tahun Atas Dasar Harga Berlaku %
2014 95.030.362.200.000.000
2018 74.077.810 -100.00%
2019 79.950.970 7.93%
2020 80.363.210 0.52%
2021 85.597.080 7.06%
2022 99.824.150 24.22%

Sumber : BPS Kota Samarinda 2023

2.2 Kebijakan Keuangan
1. Pendapatan dan Beban
a. Pendapatan Operasional

1) Jasa layanan
Berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.

2) Hibah
Berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.

3) Hasil kerjasama dengan pihak lain
Berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi
Puskesmas.

4) APBD
Berupa pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan dari kegiatan pembiayaan
APBD.

5) APBN
Berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas
pembantuan dan lain-lain.

Seluruh pendapatan Puskesmas kecuali pendapatan hibah terikat, APBD dan APBN dapat dikelola langsung untuk
membiayai pengeluaran Puskesmas sesuai RBA. Pendapatan hibah terikat diperlakukan sesuai peruntukannya.

Seluruh pendapatan Puskesmas dilaksanakan melalui rekening kas Puskesmas dan dicatat dalam kode rekening kelompok
pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan Puskesmas.
Seluruh pendapatan dilaporkan kepada BPKAD setiap triwulan.

b. Beban Operasional
1) Beban pegawai;
2) Beban persediaan;
3) Beban jasa;
4) Beban pemeliharaan;
5) Beban langganan daya dan jasa;
6) Beban perjalanan dinas;
7) Beban penyusutan dan amortisasi;
8) Beban bunga; dan
9) Beban lain-lain.

c. Kegiatan Non Operasional
1) Surplus/defisit penjualan aset non lancar;
2) (Kerugian) penurunan nilai aset; dan
3) Surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

d. Pos Luar Biasa
1) Pendapatan luar biasa; dan
2) Beban luar biasa.

Seluruh pengeluaran dari pendapatan non APBD/APBN disampaikan kepada BPKAD setiap triwulan. Pengeluaran Puskesmas
diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan. Dalam hal terjadi kekurangan anggaran,
Puskesmas mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada BPKAD melalui Sekretaris Daerah/Kepala SKPD.

Ambang batas RBA ditetapkan dengan besaran persentase dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional
Puskesmas. Besaran persentase ditetapkan dalam RBA dan DPA-Puskesmas oleh BPKAD. Persentase ambang batas tertentu



merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Pengelolaan Kas
Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari non APBD/APBN dilaksanakan melalui rekening kas
Puskesmas.

Dalam pengelolaan kas, Puskesmas menyelenggarakan:
a. Perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
. Pemungutan pendapatan atau tagihan;
. Penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
. Pembayaran;
. Perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
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. Pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.

Penerimaan Puskesmas pada setiap hari disetorkan seluruhnya ke rekening kas Puskesmas dan dilaporkan kepada pejabat
keuangan Puskesmas.

3. Pengelolaan Piutang dan Utang
a. Piutang
Puskesmas dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang
berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Puskesmas.

Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah,
sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Puskesmas
melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.

Untuk melaksanakan penagihan piutang, Puskesmas menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, serta menyelesaikan
tagihan atas piutang Puskesmas. Penagihan piutang yang sulit ditagih dapat dllimpahkan penagihannya kepada Wali
Kota dengan dilampiri buktl-bukti valid dan sah.

Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara
berjenjang. Kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota, dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Utang
Puskesmas dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman
dengan pihak lain. Pinjaman/utang dapat berupa pinjaman/utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab.

Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk biaya operasional
termasuk keperluan menutup defisit kas. Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka
panjang hanya untuk pengeluaran investasi/modal. Pinjaman jangka panjang terlebih dahulu wajib mendapat persetujuan
Wali Kota. Perikatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang secara berjenjang berdasar nilai pinjaman.
Kewenangan perikatan pinjaman diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pembayaran kembali pinjaman/utang menjadi tanggung jawab Puskesmas. Hak tagih pinjaman/utang Puskesmas menjadi
kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain menurut undang-undang.
Jatuh tempo dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo. Kepala Puskesmas dapat melakukan
pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam
RBA.

4. Investasi
Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan
kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Puskesmas. Investasi berupa investasi jangka pendek dan
investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimilikl selama 12 (dua
belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek dapat dilakukan dengan pemanfaatan surplus kas jangka pendek.
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Investasi jangka pendek, antara lain:
a. Deposito berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;

b. Pembelian surat utang negara jangka pendek; dan
c. Pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karakteristik investasi jangka pendek adalah:
a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
b. Ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
c. Berisiko rendah.

Puskesmas tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Wali Kota.
Investasi jangka panjang, antara lain:

a. Penyertaan modal;

b. Pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; dan

c. Investasi langsung seperti pendirian perusahaan.

Dalam hal Puskesmas mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada

Pemerintah Daerah.

Hasil investasi merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk
membiayai pengeluaran sesuai RBA.

. Kerjasama
Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, Puskesmas dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama

dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.

Kerjasama dengan pihak lain, antara lain:
a. Kerjasama operasi
Kerjasama operasi merupakan perikatan antara Puskesmas dengan pihak lain, rnelalui pengelolaan manajemen dan proses
operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

b. Sewa menyewa
Sewa menyewa merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang Puskesmas kepada pihak lain atau
sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus maupun
secara berkala.

c. Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas.
Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi Puskesmas kerjasama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan
bagi Puskesmas dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban Puskesmas.

Hasil kerjasama merupakan pendapatan Puskesmas. Pendapatan Puskesmas dapat dipergunakan secara langsung untuk

membiayai pengeluaran sesuai RBA.

. Pengadaan Barang dan/atau Jasa
Pengadaan barang dan/atau jasa pada Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan
barang/jasa pemerintah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing,
adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktek bisnis yang sehat.

Puskesmas dengan status penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang
berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.

Fleksibilitas diberikan terhadap pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber dananya berasal dari:
a. Jasalayanan;
b. Hibah tidak terikat;
c. Hasil kerjasama dengan pihak lain; dan
d. Lain-lain pendapatan Puskesmas yang sah.

Pengadaan barang dan/atau jasa berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan oleh Kepala
Puskesmas dan disetujui Wali Kota.

Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan Direktur Puskesmas harus dapat menjamin ketersediaan barang
dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan
kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan Puskesmas.
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Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan
pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi Puskesmas sepanjang
disetujui pemberi hibah. Pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan oleh pelaksana pengadaan.

Pelaksana pengadaan dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur Puskesmas yang ditugaskan secara
khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan Puskesmas. Pelaksana pengadaan terdiri dari
personil yang memahami tatacara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang
diperlukan.

Penunjukan pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan dengan prinsip:

a. Obyektifitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai
proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan
tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa.

b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam
melaksanakan penunjukkan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung.

c. Saling uji (cross check ), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan
dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan
pelaksana pengadaan lain.

Pengadaan barang dan/atau jasa diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam peraturan Wali Kota.

7. Pengelolaan Barang
Barang inventaris milik Puskesmas dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis
dengan cara dijual, ditukar dan/atau dihibahkan. Barang inventaris merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau
dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan merupakan pendapatan Puskesmas. Hasil penjualan barang
inventaris dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas.

Puskesmas tidak boleh mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.

Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam
kegiatan Puskesmas atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pengalihan aset tetap merupakan pendapatan Puskesmas dan
diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan Puskesmas. Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap dilaporkan
kepada Wali Kota melalui sekretaris daerah/kepala SKPD.

Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas dan fungsi Puskesmas harus mendapat
persetujuan Wali Kota melalui sekretaris daerah.

Tanah dan bangunan Puskesmas disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tanah dan bangunan yang
tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Puskesmas, dapat dialihgunakan oleh Direktur Puskesmas
dengan persetujuan Wali Kota.

8. Surplus dan Defisit Anggaran
Surplus anggaran Puskesmas merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya Puskesmas pada satu
tahun anggaran.

Surplus anggaran Puskesmas dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas permintaan Wali Kota disetorkan
sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas Puskesmas.

Defisit anggaran Puskesmas merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi biaya Puskesmas pada satu
tahun anggaran.

Defisit anggaran Puskesmas dapat diajukan usulan pembiayaannya pada tahun anggaran berikutnya kepada BPKAD.

9. Penyelesaian Kerugian
Kerugian pada Puskesmas yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian daerah.

10. Perencanaan dan Penganggaran
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a. Perencanaan
Puskesmas menyusun Rencana Strategis Bisnis (RSB) yang mencakup pernyataan visi, misi, program strategis,
pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan Puskesmas. Visi
memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin
diwujudkan. Misi memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan

organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik.

Program strategis memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai
dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala
yang ada atau mungkin timbul.

Pengukuran pencapaian kinerja memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan
dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja.

Rencana pencapaian lima tahunan memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun. Proyeksi
keuangan lima tahunan memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

b. Penganggaran
Puskesmas menyusun RBA tahunan yang berpedoman kepada Rencana Strategis Bisnis (RSB). Penyusunan RBA disusun
berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan
dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN dan sumber-
sumber pendapatan Puskesmas lainnya. RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan
Puskesmas dengan berpedoman pada pengelolaan keuangan Puskesmas.

1). Kinerja tahun berjalan;

2). Asumsi makro dan mikro;

3). Target kinerja;

4). Analisis dan perkiraan biaya satuan;

5). Perkiraan harga;

6). Anggaran pendapatan dan biaya;

7). Besaran persentase ambang batas;

8). Prognosa laporan keuangan;

9). Perkiraan maju (forward estimate);
10). Rencana pengeluaran investasi/modal; dan
11). Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan RKA Dinas Kesehatan.

RBA disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Kinerja tahun berjalan meliputi:
1) Hasil kegiatan usaha;
2) Faktor yang mempengaruhi kinerja;
3) Perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi;
4) Laporan keuangan tahun berjaian; dan
5) Hal-hal lain yang perlu ditindaklanjuti sehubungan dengan pencapaian kinerja tahun berjalan.

Asumsi makro dan mikro antara lain:
1). Tingkat inflasi;
2). Pertumbuhan ekonomi;
3). Nilai kurs;
4). Tarif; dan
5). Volume pelayanan.

Target kinerja antara lain:
1). Perkiraan pencapaian kinerja pelayanan; dan
2). Perkiraan keuangan pada tahun yang direncanakan.

Analisis dan perkiraan biaya satuan merupakan perkiraan biaya per unit penyedia barang dan/atau jasa pelayanan yang
diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.

Perkiraan harga merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan
dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
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Anggaran pendapatan dan biaya merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam
satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan biaya.

Besaran persentase ambang batas merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan
operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Puskesmas.

Prognosa laporan keuangan merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan
operasional, neraca, dan laporan arus kas.

Perkiraan maju (forward estimate ) merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun
yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar
penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Rencana pengeluaran investasi/modal merupakan rencana pengeluaran dana untuk memperoleh aset tetap.

Ringkasan pendapatan dan belanja untuk konsolidasi dengan Pemerintah Daerah merupakan ringkasan pendapatan dan
belanja dalam RBA yang disesuaikan dengan format Pemerintah Daerah.

RBA disampaikan kepada BPKAD. RBA disampaikan kepada Dinas Kesehatan untuk dibahas sebagai bagian dari RKA
Dinas Kesehatan. RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas disampaikan kepada BPKAD.

RKA Dinas Kesehatan beserta RBA Puskesmas oleh BPKAD disampaikan kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD disampaikan kepada BPKAD untuk dituangkan dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Kepala Puskesmas melakukan
penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif. RBA definitif dipakai sebagai dasar penyusunan DPA.-
Puskesmas untuk diajukan kepada BPKAD.

11. Pelaksanaan Anggaran
a. DPA-Puskesmas
DPA-Puskesmas mencakup antara lain:
1). Proyeksi pendapatan dan beban;
2). Proyeksi arus kas (penerimaan dan pengeluaran); dan
3). Proyeksi jumlah dan kualitas jasa kesehatan yang akan dihasilkan.

BPKAD mengesahkan DPA-Puskesmas sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Pengesahan DPA-Puskesmas berpedoman
pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal DPA-Puskesmas belum disahkan oleh BPKAD, Puskesmas dapat
melakukan pengeluaran uang setinggi-tingginya sebesar angka DPA-Puskesmas tahun sebelumnya. DPA-Puskesmas yang
telah disahkan oleh BPKAD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.

Penarikan dana digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Penarikan dana untuk belanja barang dan/atau jasa sebesar selisih (mismatch)
jumlah kas yang tersedia ditambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang
diproyeksikan, dengan memperhatikan anggaran kas yang telah ditetapkan dalam DPA-Puskesmas.

DPA-Puskesmas menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Walikota dengan Kepala UPTD
Puskesmas.

Perjanjian kinerja merupakan manifestasi hubungan kerja antara Walikota dan Kepala UPTD Puskesmas, yang dituangkan
dalam perjanjian kinerja (contractual performance agreement). Dalam perjanjian kinerja Wali Kota menugaskan Direktur
Puskesmas untuk menyeienggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam
DPA-Puskesmas.

Perjanjian kinerja memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
1). Kinerja pelayanan bagi masyarakat;
2). Kinerja keuangan; dan
3). Manfaat bagi masyarakat.

12. Penatausahaan
Penatausahaan keuangan Puskesmas memuat:
a. Pendapatan dan beban;
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b. Penerimaan dan pengeluaran;

c. Piutang dan utang;

d. Persediaan, aset tetap dan investasi; dan
e. Ekuitas.

Penatausahaan Puskesmas didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dilakukan secara tertib, efektif,
efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Direktur Puskesmas menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan
Puskesmas. Penetapan kebijakan penatausahaan disampaikan kepada BPKAD.

13. Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Evaluasi dan penilaian kinerja Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Wali Kota dan/atau dewan pengawas terhadap aspek
keuangan dan non keuangan yang bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan Puskesmas sebagaimana
ditetankan dalam RSB dan RBA.

Evaluasi dan penilaian kinerja dari aspek keuangan diukur berdasarkan tingkat kemampuan Puskesmas dalam:

a. Memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);

b. Memenubhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);

c. Memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan

d. Kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
Penilaian kinerja dari aspek non keuangan diukur berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran,
dan pertumbuhan.

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Program Puskesmas
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda dapat diuraikan sebagai berikut:
Anggaran pendapatan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp2179301175.0,00. Dari jumlah
tersebut, pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp2179301175.0,00 atau tercapai 01,00% dari pagu yang telah ditetapkan.

Anggaran belanja PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda tahun 2024 adalah Rp2010895017.0,00. Dari anggaran tersebut
terealisasi sebesar Rp2010895017.0,00 atau sebesar 1,00%.

Dengan demikian ringkas realisasi pendapatan dan belanja PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda tahun 2024 dapat dilihat pada

tabel berikut:

Uraian Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
Pendapatan - LRA
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 1.307.107.015 1.307.107.015 100.00
Pendapatan dari APBD 872.194.160 872.194.160 100.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama - - -
Pendapatan Hibah - - -
Pendapatan Usaha Lainnya - - -
Jumlah pendapatan 2.179.301.175 2.179.301.175 100.00
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 62.233.225 62.233.225 100.00
Belanja Barang dan Jasa 1.814.975.662 1.814.975.662 100.00
Bunga - - -
Belanja Lain-lain - - -
Jumlah belanja operasi 1.877.208.887 1.877.208.887 100.00
Belanja Modal
Belanja gedung dan bangunan - - #DIV/0!
Belanja Tanah - - -
Belanja Peralatan dan Mesin 133.686.130 133.686.130 100.00
Belanja Gedung dan Bangunan - - -
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - - -
Belanja Aset Tetap Lainnya - - -
Belanja Aset Lainnya - - -
Jumlah belanja modal 133.686.130 133.686.130 100.00
Jumlah belanja 2.010.895.017 2.010.895.017 100.00
SiLPA/(SiKPA) 168.406.158 168.406.158 -
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3.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pencapaian Kinerja
Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh PUSKESMAS LOA
BAKUNG Kota Samarinda adalah sebagai berikut:
1. Ketersediaan sumber daya manusia yang terbatas dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang disesuaikan dengan
kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas;
2. Tuntutan perkembangan pelayanan kesehatan di Puskesmas terus berkembang yaitu harus tetap tersediannya kebutuhan
operasional yang sulit untuk diprediksi serta besarnya anggaran/biaya yang fluktuatif sesuai dengan jumlah kunjungan pasien;

3. Koordinasi antar unit dalam pembuatan laporan kinerja keuangan yang kurang optimal; dan
4. Penatanausahaan Keuangan Puskesmas belum didukung oleh aplikasi secara komputer secara maksimal sehingga menghambat
dalam proses penyusunan Laporan Puskesmas.

IV. Kebijakan Akuntansi
Kebijakan akuntansi yang dipakai dalam penyusunan Laporan Keuangan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda Berbasis Akrual
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 217/PMK.05/2015 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual
nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU).

4.1 Entitas Pelaporan
1. PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda dalam menyajikan laporan keuangan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan
anggaran (APBD). Dalam hal ini PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda menyajikan laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan
Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

2. Laporan Keuangan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda ini sebagai entitas pelaporan yang tidak dikonsolidasi dengan
Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda; dan

3. Laporan keuangan dihasilkan dari sistem akuntansi. Sistem akuntansi meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Sebagai entitas pelaporan dan
entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah. Kepala Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda
sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyusun laporan keuangan Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda dalam dua
versi dimana keduanya menggunakan basis Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban
dan ekuitas. Sedangkan basis kas diterapkan untuk pengakuan komponen laporan keuangan yang disajikan dalam LRA, LPSAL dan
LAK.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah
terpenuhi walaupun kas belum diterima dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih
telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar dalam bentuk barang atau jasa disajikan pula
pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan-
LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat
kas dikeluarkan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada posisi keuangan Puskesmas Wonorejo Kota Samarinda tanpa memperhatikan saat kas atau setara
kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
Pendapatan diakui pada saat jasa atau pelayanan sudah diberikan. Beban diakui pada saat terjadinya transaksi atau beban yang sudah
dikeluarkan untuk keperluan operasional, khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat
pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara
kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Basis
pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan adalah:

1. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan dan sumber daya ekonomis
yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
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2. Transaksi dan kejadian diakui atas dasar kas yang sudah dimodifikasi, yaitu merupakan kombinasi metode penilaian atas dasar

kas (cash basis ) dengan metode penilaian atas dasar akrual (accrual basis );
3. Periode akuntansi adalah sama dengan periode anggaran, yaitu berdasarkan tahun takwim, yang diawali pada tanggal 1 Januari

dan berakhir pada tanggal 31 Desember;

4. Penetapan saldo pos-pos neraca awal diperoleh dari catatan administrasi dan hasil inventarisasi fisik atas seluruh aset
PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda;

5. Seluruh kekayaan PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan dari kekayaan

Pemerintah Daerah Kota Samarinda per 1 Januari 2024; dan

6. Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan (perpectual ).

Dalam menyusun Laporan Keuangan pada periode sebelumnya adanya kesalahan perhitungan, kesalahan dalam penerapan standar

dan kebijakan akuntansi, kesalahan interprestasi fakta, atas kejadian tersebut dilakukan koreksi kesalahan dan akan disesuaikan
(adjusment) ke tahun buku berikutnya. PUSKESMAS LOA BAKUNG Kota Samarinda dalam menyusun Laporan Keuangan tahun 2024,
untuk kode rekening berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam PSAP
1. Kebijakan Akuntansi Aset

a. Aset

1). Aset lancar
Aset lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis

dalam satu periode pelaporan, yang terdiri dari kas dan bank, investasi jangka pendek/deposito berjangka, piutang,

persediaan dan belanja dibayar di muka.

a). Kas dan Bank

b

C).

).

~

Yang dimaksud kas adalah kas dan bank merupakan alat pembayaran yang sah, yang setiap saat dapat digunakan

untuk membiayai kegiatan.

Kas dan bank atau yang disetarakan diakui pada saat diterima atau dikeluarkan, dan dinilai sebesar nilai nominal

uang.

Piutang
Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode

akuntansi.

Piutang terdiri atas piutang layanan dan piutang lain-lain pendapatan asli Daerah yang diharapkan diterima
dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Piutang secara umum diakui sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai Rupiah piutang yang belum dilunasi dari

setiap tagihan yang ditetapkan atau sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) .

Piutang disajikan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) . Namun piutang merupakan
aset yang mempunyai kemungkinan tidak tertagih. Oleh sebab itu perlu dilakukan penyesuaian nilai piutang atau
dengan melakukan estimasi nilai piutang yang tidak tertagih agar nilai aset yang disajikan secara wajar dalam
laporan keuangan dan menghindari salah saji material sehingga mempengaruhi keputusan pengguna laporan

Untuk mengestimasi nilai piutang tidak tertagih dapat dilakukan dengan menyusun daftar umur piutang (aging
schedule) . Piutang dalam aging schedule dibedakan menurut jenis piutang, baik dalam menetapkan umur maupun
penentuan besaran yang akan disisihkan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Penyisihan piutang tak tertagih adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang Taksiran Piutang Tak Tertagih
Lancar (Umur 0 sampai dengan 1 Tahun) 0.50%
Kurang lancar (Umur Diatas 1 sampai dengan 2 10%
Tahun)
Diragukan (Umur Diatas 2 sampai dengan 5 Taht 50%
Macet (Umur Diatas 5 Tahun) 100%

Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang,

maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

¢) Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung
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kegiatan operasional BLUD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam
rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:
- Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh BLUD dan mempunyai
nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
- Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Persediaan merupakan barang yang dapat dijual (dalam rangka memberikan pelayanan) atau dipakai habis dalam
satu periode akuntansi.

Persediaan, antara lain dapat berupa persediaan obat-obatan, alat kesehatan habis pakai, bahan makan pokok, alat
listrik, oksigen, bahan radiologi dan bahan laboratorium.

Pengakuan persediaan dilakukan pada akhir periode akuntansi dan dinilai berdasarkan nilai barang yang belum
terpakai.

Metode penilaian persediaan dilakukan dengan menggunakan metode FIFO (First In First Out ).

Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat
secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

2). Aset Tetap

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan
untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dan pelayanan publik. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang
bersumber dari sebagian atau seluruh OPD melaui pembelian atau pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset
lainnya. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan
jumlah belanja modal yang diakui dalam periode berkenaan (periode tahun berjalan), sedangkan aset tetap yang
diperoleh dari donasi diakui dalam periode berkenaan, yaitu pada saat aktiva tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah, diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. Aset tetap terdiri
dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, jaringan dan instalasi.

Metode penilaian aset tetap menggunakan nilai historis atau harga perolehan, apabila tidak memungkinkan, maka
nilai aset tetap dinilai berdasarkan pada harga yang wajar (diestimasikan). Terhadap aset tetap yang diperoleh
melalui pembangunan, dan pada akhir periode akuntansi telah selesai/telah dilakukan serah terima pertama dan telah
dimanfaatkan/difungsikan secara penuh. Dalam melakukan penilaian aset tetap diperlukan ketentuan yang
membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

Rincian belanja modal yang diakui sebagai harga perolehan atas suatu aset yang pelaksanaannya dilakukan secara
kontrak (bukan swakelola) adalah: biaya perencanaan teknis, Pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan dan biaya
konstruksi. Hal-hal yang perlu dilakukan pengungkapan (disclosure) dalam pelaporan aset tetap antara lain

mengenai penilaian, pelepasan, penghapusan dan perubahan nilai aset tetap.

Akumulasi penyusutan (accumulated depreciaton) adalah bagian dari biaya perolehan aset tetap yang dialokasikan ke
penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aset tetap merupakan akun kontra aset tetap
yang berhubungan.

Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang
nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Aset tetap lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik,
melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk penyusutan atas aset tetap renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (which

ever is shorter) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa.

Untuk perhitungan penyusutan, aset tetap yang diperoleh pada awal sampai dengan pertengahan tahun buku,
dianggap diperoleh pada awal tahun buku yang bersangkutan. Sedangkan Aset tetap yang diperoleh setelah
pertengahan tahun buku sampai dengan akhir tahun, dianggap diperoleh pada awal tahun buku berikutnya.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method) , dimana metode ini menetapkan

tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
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Metode garis lurus atau straight line method adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari
tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode
ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap ditetapkan sebagai berikut:
a). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap
lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:
- Peralatan dan mesin sebesar Rp1.000.000,00 ke atas; dan
- Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan, ternak, tanaman,
buku-buku perpustakaan dan aset tetap lainnya sebesar Rp100.000,00 ke atas.
b). Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap konstruksi sebesar Rp20.000.000,00 ke atas.

3). Aset Tetap Lainnya
Aset lain-lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan. Aset lain-lain yaitu Piutang penjualan angsuran, (piutang penjualan angsuran yang jatuh tempo
lebih dari 12 bulan), kemitraan dengan pihak ketiga (Kerja Sama Operasi — KSO/Built Operate and Transfer - BOT), dan

Konstruksi Dalam Pengerjaan.

2. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kebijakan akuntansi kewajiban atau utang adalah bertujuan mengatur perlakuan akuntansi kewajiban. Kewajiban atau utang

adalah kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi masa lalu. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima

atau pada saat kewajiban timbul dan dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dicatat dengan kurs mata

uang Rupiah (kurs tengah BI) pada tanggal neraca. Kewajiban dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek (kewajiban

lancar dan kewajiban jangka panjang).

1).

2).

3).

4).

Kewajiban Lancar/Utang Jangka Pendek
Utang jangka pendek merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus

dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Utang lancar terdiri dari:

a). Kewajiban Bank dan Kewajiban Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek merupakan utang pembiayaan jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode
akuntansi. Pengakuan dan penilaian pada akhir periode akuntansi berdasarkan nilai sekarang kas yang akan
dibayarkan.

b). Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Bagian lancar utang jangka panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang telah atau akan jatuh tempo
dalam satu periode akuntansi. Pengakuan “Bagian Lancar Utang Jangka Panjang” dilakukan pada saat reklasifikasi
dalam periode berjalan dan penilaiannya sebesar jumlah kewajiban utang jangka panjang yang akan jatuh tempo
dan akan dibayarkan dalam satu periode akuntansi mendatang.

Pendapatan Diterima di Muka
Pendapatan diterima di muka merupakan pendapatan yang sudah diterima kasnya namun belum menjadi hak BLUD
pada periode yang bersangkutan. Pengakuan “Pendapatan Diterima di Muka” dilakukan pada akhir periode akuntansi,

sedangkan penilaiannya berdasarkan jumlah penerimaan kas yang telah diakui dalam periode berjalan.

Kewajiban/Utang Jangka Pendek Lainnya
Utang jangka pendek lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak termasuk dalam klasifikasi bagian lancar utang

jangka panjang, utang belanja dan pendapatan diterima di muka.

Kewajiban Utang Jangka Panjang

Utang jangka panjang merupakan kewajiban kepada pihak ketiga sebagai akibat transaksi keuangan masa lalu, yang harus
dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Utang jangka panjang terdiri atas utang jangka
panjang dalam negeri yaitu utang kepada lembaga keuangan/Perbankan, Pemerintah Pusat, pihak ketiga lainnya dan

utang luar negeri.

Pengakuan “Kewajiban Utang Jangka Panjang” dilakukan pada akhir periode akuntansi, sedangkan penilaiannya
berdasarkan jumlah penerimaan utang yang lebih dari satu periode berjalan. Penilaian “Utang Jangka Panjang”
berdasarkan nilai nominal mata uang Rupiah yang harus dibayar kembali. Untuk “Utang Jangka Panjang” dalam valuta
asing harus dikonversikan ke mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
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3. Kebijakan Akuntansi Ekuitas
Ekuitas adalah kekayaan bersih Puskesmas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Puskesmas pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai
persediaan, selisih evaluasi aset tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4. Kebijakan Akuntansi Pendapatan
Pendapatan-LO adalah hak Puskesmas yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk Puskesmas
dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan layanan, pendapatan kerjasama, pendapatan hibah,
pendapatan APBN/APBD dan pendapatan usaha lainnya. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis
pendapatan.
Pendapatan-LO dapat diakui:

a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan

b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan beban).

5. Kebijakan Akuntansi Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat
berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban dapat diakui pada saat:
a. Timbulnya kewajiban.
b. Terjadinya konsumsi aset.
c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Beban diukur sesuai dengan:
Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat
ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang Rupiah.

V. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Keuangan
5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Laporan Keuangan
51.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
5.1.1.1 Pendapatan - LRA
Terdiri atas:

Uraian Anggaran Realisasi %
Rp) (Rp)

Pendapatan
Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat 1.307.107.015.00 1.307.107.015.00 100.00
Pendapatan dari APBD 872.194.160.00 872.194.160.00 100.00
Pendapatan Hasil Kerja Sama - - -
Pendapatan Hibah - - -
Pendapatan Usaha Lainnya - - -

Jumlah pendapatan 2.179.301.175.00 2.179.301.175.00 100.00

Pendapatan - LRA yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp2179301175.0,00 sedangkan yang terealisasi sebesar
Rp2179301175.0,00 atau tercapai 1,00%.

Pendapatan Jasa Layanan dari Masyarakat Merupakan pendapatan dari JKN

Pendapatan dari APBD Merupakan pendapatan dari BOK

5.1.1.2 Belanja-LRA
Terdiri atas:

Uraian Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Pegawai 62.233.225.00 62.233.225.00 100.00
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5.1.2

5.1.3

Belanja Barang dan Jasa
Bunga
Belanja Lain-lain
Jumlah belanja operasi

Belanja Modal
Belanja Tanah
Belanja Peralatan dan Mesin
Belanja Gedung dan Bangunan
Belania Jalan, Irigasi dan Jaringan
Belanja Aset Tetap Lainnya
Belanja Aset Lainnya
Jumlah belanja modal

Belanja Pegawai yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp62233225.0,00 sedangkan yang terealisasi sebesar

Rp62233225.0,00 atau tercapai 1,00%.

1.814.975.662.00 1.814.975.662.00 100.00
1.877.208.887.00 1.877.208.887.00 100.00
133.686.130.00 133.686.130.00 100.00
133.686.130.00 133.686.130.00 100.00

Belanja Barang yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp1814975662.0,00 sedangkan yang terealisasi sebesar

Rp1814975662.0,00 atau tercapai 1,00%.

Belanja Peralatan dan Mesin yang dianggarkan untuk tahun 2024 sebesar Rp133686130.0,00 sedangkan yang terealisasi sebesar

Rp133686130.0.00 atau tercavai 1.00%.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)

Terdiri atas:

Kenaikan/ Penurunan

Uraian 31-Des-2024 31-Des-2023
Rp %

Saldo anggaran lebih awal 42.702.770.00 - 42.702.770.00 100.00
Penggunaan SAL 42.702.770.00 - 42.702.770.00 100.00
Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran 211.108.928.00 42.702.770.00 168.406.158.00 394.37

Saldo Anggaran Lebih Akhir —211.108:928.00 ____ 42.702.770.00 ___ 168.406.158.00 394.37
Neraca

5.1.3.1 Kas dan setara kas
Terdiri atas:
Kenaikan/Penurunan
31-Des-2024 31-Des-2023
es es Rp %
Kas pada BLUD - - - -
Kas JKN 211.108.928.00 42.702.770.00 168.406.158.00 394.37
Jumlah 211.108.928.00 42.702.770.00 168.406.158.00 394.37
Kas dan Setara Kas terdiri dari:
Kas Tunai
- Kas Tunai BLUD -
- kas Tunai JKN 42.027.00
Kas di Bank
- Kas di Bank BLUD -
- Kas di Bank JKN 211.066.901.00
Rekening JKN Bank kaltimtara 0011457975 38.637.490.00
Rekening BOK BNI 1590082709 172.429.411.00
5.1.3.2 Piutang dari Kegiatan Operasional
Terdiri atas:
Kenaikan/Penurunan
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Rp %

Piutang dari Kegiatan Operasional

Badan Layanan Umum

Piutang dari Kegiatan Non Operasional

Badan Layanan Umum

Penyisihan Piutang Tak Tertagih -

Jumlah -

Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum terdiri dari:

31-Des-2024

31-Des-2023

Kenaikan/Penurunan
Rp %

Piutang BPJS Kapitasi -
Piutang BPJS Non Kapitasi -
Piutang Jampersal -

Jumlah -

5.1.3.3 Persediaan

Terdiri atas:

31-Des-2024

31-Des-2023

Kenaikan/Penurunan
Rp %

Persediaan Medis:
Obat
BHP Medis

362.100.104.67

~ .~ T

362.100.104.67 100.00

Jumlah persediaan medis 362.100.104.67
Persediaan Barang Habis Pakai:

Alat Tulis Kantor -
BHP Komputer -
Alat Listrik -
Alat Kebersihan -
Benda Pos dan Materai -
Barang Cetakan -
Barang Fotocopy -
BBM

BHP Lainnya -

362.100.104.67 100.00

5.1.3.4 Aset Tetap

Terdiri atas:
Tahun 2024
Saldo
31-Des-2023

362.100.104.67

362.100.104_.67 -

Mutasi
Tambah

Saldo

Kurang 31-Des-2024

Biaya perolehan:
Tanah 2.764.012.000.00

Peralatan dan mesin 2.033.064.049.00

Gedung dan bangunan 1.311.439.300.00

Jalan, irigasi, dan jaringan -
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Jumlah biaya perolehan

Akumulasi penyusutan:
Peralatan dan mesin
Gedung dan bangunan
Jalan, irigasi, dan jaringan
Jumlah akumulasi penyusutan

Jumlah nilai buku

Perubahan Saldo Aset Tetap dapat dijelaskan sebagai berikut

6.108.515.349.00

1.401.585.055.00

1.311.439.300.00

191.042.530.00

311.285.507.00

6.299.557.879.00

1.712.870.562.00

1.311.439.300.00

2.713.024.355.00

311.285.507.00

3.024.309.862.00

3.395.490.994.00

3.275.248.017.00

1. Penambahan Aset Peralatan dan Mesin dari mutasi tambah sebesar Rp57.356.400,00 dan belanja modal tahun 2024

Rp133.686.130,00

Perubahan Saldo Akumulasi penyusutan dapat dijelaskan sebagai berikut

1. Penambahan Saldo Akumulasi penyusutan aset Peratan dan Mesin berasal dari beban penyusutan tahun 2024

Biaya perolehan:
Aset Lainnya
Jumlah biaya perolehan

5.1.3.5 Kewajiban Jangka Pendek
Terdiri atas:

Utang Usaha

Utang Pihak Ketiga

Utang Pajak

Utang kepada KUN

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Belanja yang Masih Harus Dibayar
Pendapatan Diterima Di Muka

Utane Taneka Pendek T.ainnva

Jumlah

5.1.6.7 Ekuitas

Saldo Mutasi Saldo
31-Des-2023 Tambah Kurang 31-Des-2024
11.958.000.00 - 11.958.000.00
11.958.000.00 - - 11.958.000.00
31-Des-2024 31-Des-2023 Kenaikan/Penurunan
Rp %

Ekuitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp3860415049.67,00 merupakan kekayaan bersih PUSKESMAS LOA BAKUNG yang

Ekuitas Awal
Surplus/Defisit LO
Surplus/Defisit Tahun Lalu
Koreksi Saldo Awal

Selisih Revaluasi Aset Tetan
Lain-Lain
Jumlah

Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(RP) %
3.450.151.764.00 3.686.579.681.00 -  236.427.917.00 (641)
352.906.885.67 236.427.917.00 589.334.802.67 (249.27)
57.356.400.00 . 57.356.400.00 .
3.860.415.049.67 3.450.151.764.00 410.263.285.67 11.89
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5.1.4
5.1.4.1

5.1.4.3

5.1.4.2

5.1.5
5.1.5.1

Laporan Operasional (LO)
Pendapatan - LO
Terdiri atas:

Pendapatan Jasa Layanan dari
Pendapatan Hasil Kerja Sama
Pendapatan Hibah
Pendapatan Usaha Lainnya

Pendavatan APBD
Jumlah

Pendapatan Hibah-LO dari IFK Kota Samarinda sebesar Rp.0,00.

Pendapatan Hibah
Terdiri atas:

Diklat
Hibah persediaan

Belanja - LO
Terdiri atas:

Beban Pegawai

Beban Persediaan

Beban Jasa

Beban Pemeliharaan

Beban Langganan Daya dan Jasa
Beban Perjalanan Dinas

Beban Penyusutan Aset

Beban Amortisasi

Beban Penyisihan Piutang

Beban Bunga
Jumlah

Laporan Arus Kas (LAK)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Terdiri atas:

Arus kas masuk
Arus kas keluar
Arus kas bersih dari aktivitas operasi

Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(Rp) %
1.307.107.015.00 1.113.637.836.00 193.469.179.00 17.37
362.100.104.67 - 362.100.104.67 100.00
872.194.160.00 389.487.700.00 482.706.460.00 123.93
2.541.401.279.67 1.503.125.536.00 1.038.275.743.67 69.07
Kenaikan/Penurunan
Tahun 2024 Tahun 2023 (Rp) %
Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(Rp) %
62.233.225.00 - 62.233.225.00 100.00
193.687.168.00 4.670.000.00 189.017.168.00 4.047.48
1.326.488.494.00 1.221.440.413.00 105.048.081.00 8.60
294.800.000.00 213.700.000.00 81.100.000.00 37.95
311.285.507.00 299.743.040.00 11.542.467.00 3.85
2.188.494.394.00 1.739.553.453.00 448.940.941.00 2581
Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(Rp) %
2.179.301.175.00 1.503.125.536.00 676.175.639.00 44.98
1.877.208.887.00 1.439.810.413.00 437.398.474.00 30.38
302.092.288.00 63.315.123.00 238.777.165.00 377.13
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5.1.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Terdiri atas:

Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(RP) %
Arus kas masuk - - -
Arus kas keluar 133.686.130.00 39.522.030.00 94.164.100.00 238.26
Arus kas bersih dari aktivitas investasi .- 133.686.130.00 - 39.522.030.00 _ - 94.164.100.00 238.26
5.1.6 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
Terdiri atas:
Tahun 2024 Tahun 2023 Kenaikan/Penurunan
(RP) %
Ekuitas awal 3.450.151.764.00 3.686.579.681.00 - 236.427.917.00 (6.41)
Surplus/defisit-LO 352.906.885.67 - 236.427.917.00 589.334.802.67 (249.27)
Lain-lain 57.356.400.00 - 57.356.400.00 100.00
Ekuitas akhir 3.860.415.049.67 3.450.151.764.00 410.263.285.67 11.89
Koreksi Ekuitas Lain-lain dapat dijealaskan sebagai berikut:
1. Koreksi Saldo Awal Aset Tanah sebesar Rp -
2. Mutasi tambah Aset Peralatan dan Mesin dari Dinas Kesehatan sebesar Rp 57.356.400
3. Koreksi Saldo Awal Aset Gedung dan Bangunan sebesar Rp -
4. Koreksi Penyisihan Piutang sebesar Rp -
5. Koreksi Saldo Awal Akumulasi Penyusutan sebesar Rp -
VI. Penjelasan atas Informas Total Koreksi Ekuitas Lain-lain Rp 57.356.400

6.1

6.2

Sejarah Pendirian

PUSKESMAS LOA BAKUNG merupakan salah satu Puskesmas pemerintah yang berada di daerah Kota Samarinda yang beralamat di
J1. Jakarta Blok AI RT.56 Kelurahan Loa Bakung, beroperasi dan diresmikan Pada awal berdirinya Puskesmas Loa Bakung pada Tahun
1975 sebagai Puskesmas pembantu dibawah pemerintahan dan wilayah kerja Kutai kartanegara Kemudian perubahan pembagian
wilayah Kota Samarindadengan wilayah Kutai Kartanegara maka Puskesmas Pembantu Loa Bakung masuk menjadi wilayah kerja Kota
Samarinda di bawah naungan Puskesmas Induk Karang Asam kemudian Puskesmas pembantu Loa Bakung di rehabilitasi total dan
dibangunkan didaerah JI Gunung tunggal sebagai Puskesmas Loa Bakung lengkap dengan rumah dinas petugas, tetapi daerah tersebut
sulit dijangkau oleh masyarakat maka pemerintah membangun lagi di Perumahan Korpri Puskesmas Loa Bakung yang sekarang ini di
J1. Jakarta Blok AI RT.056 Kel.Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda.. Secara administratif, PUSKESMAS LOA
BAKUNG merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda.

PUSKESMAS LOA BAKUNG berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) berdasarkan dan dalam tata kelolanya mengacu pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Produk Layanan
Sebagai wahana pelayanan, PUSKESMAS LOA BAKUNG memberikan pelayanan kepada masyarakat, antara lain:

1 PELAYANAN IBU HAMIL, BERSALIN DAN NIFAS

2 BAYIDAN BALITA

3 ANAK PRA SEKOLAH, USIA SEKOLAH DAN REMAJA

4 PELAYANAN USIA DEWASA DAN LANSIA

5 PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

6 PELAYANAN FARMASI

7 PELAYANAN KEGAWATDARURATAN

8 PELAYANAN LABORATORIUM

9 SURVEILANCE DAN RESPON PENYAKIT MENULAR, KEWASPADAAN DINI KLB
10 SURVEILANCE KESEHATAN LINGKUNGAN DAN VEKTOR
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6.3

Tempat Kedudukan
PUSKESMAS LOA BAKUNG beralamat di J1. Jakarta Blok AI RT.56 Kelurahan Loa Bakung Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.
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6.4

Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto
Visi:
MEWUJUDKAN PELAYANAN YANG UTAMA DAN PRIMA MENUJU SAMARINDA SEHAT

Misi:

MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR YANG BERMUTU, OPTIMAL DAN MERATA
MENINGKATKAN KOMPETENSI DAN KARAKTER SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKELANJUTAN
MENDORONG KEMANDIRIAN MASYARAKAT UNTUK BERPERILAKU HIDUP SEHAT

MENJADI PILIHAN PERTAMA PELAYANAN KESEHATAN DASAR DI KOTA SAMARINDA

Motto:
SETIA
SENYUM, EMPATI, TANGGUNG JAWARB, INISIATIF, AKUNTABILITAS

6.5 NPWP:

Pejabat Pengelola

Susunan pejabat pengelola keuangan berdasar pada sebagai berikut:

31 Desember 2024
Kepala Puskesmas selaku KPA :  dr. Yulia Fahrina
Kepala Tata Usaha : Jamanah, S.K.M
Bendahara Penerimaan
6.6 Bendahara Pengeluaran
Kepegawaian
Terdiri atas:
31 Desember 2024
PNS 31 orang
Non PNS 6 orang
VII Pen' Jumlah Pegawai 37 orang
Pel
Lap
Cat
1.
2. Total
3. Total
4.
5. Total realisasi pendapatan — LO tahun anggaran 2024 sebesar Rp2541401279.670,00.
Total realisasi beban tahun anggaran 2024 sebesar Rp2188494394.0,00.
7.
De Nilai
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